
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PIRENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 62,/M.PPN /LIK/ 04 / 2O1 8

TENTANG

PEMBT]NTLTKAN TIM KOORDINASI KINIRJA PEGAWAI

KEMEN1TRIAN PERFNCANAAN PIAABANGUNAN NASIONAL/

BADAN PER}NCANAAN PLMBANGT]NAN NASIONA].

Meninrbang a. bahwa dalam rangka nrenjamin kelancaran pelaksanaan tugas
Penilai Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaarr
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, perlu dilakukan kegiatan koordinasi untuk penilaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalant
huruf a, perlu nrembentuk Tim Koordinasi Kinerja Pegawai
Kelnentelian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

bahwa pejabat dan pegawar yanS namanya tercantum dalant
Lampiran Keputusarl ini dianggap marnpu dan memenuhi
persyaratarl untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim
Koordinasi Kenerja PeSawai Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasiorral,/Badan Perencanaan Pernbangunan
Nasional;

Undang-LlndanS Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur Sipil
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nontor
G,Tantbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahtn 2OO3 tentang WewenanS
PenSanSkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeli
Sipil sebagaimana telah ditrbah dengan Peraturan Pemerintah
Norrror 63 'l'ahun 20ogl

Peraturarl Perrrerintah Nolllor 16 Tahun 1994 tefitang Jabatan
Fungsior.tal Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nonlor 1l Tahun 2017 tentang Manajenren
Pegawa Negeri Sipil;
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5. Peraturan . ..

MINIERI PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KIPAL\ BADAN PI]RENCANAAN PI]MtsANGUNAN NASIONAL,
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Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahtn 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun AnEgaran 2078 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahtn 2017 Nomor 233, Tambahan
l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

6. Peraturan Pemerintah Nonror 45 Tahun 2073 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Angg aran dan Belanja Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2075 Tentang Organisasi
Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahtn 20'15 tentang Kementerian
Pet:encana.an Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2076 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 2076;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016
tentang OrSanisasi dan Tata Kerja Kementerian Petencanaan
Penrbangunan Nasional/Badan Pet:encanaan Pembangunan
Nasional, sebaSainana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Percncanaan
Pembangunan Nasional Nonlor 6 Tahun 2Ol7;

11. Peraturan Menteri Pererlcanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2O16
tentang Perencanaan, Pelaksan aan, Pelapor an, Pemantauan dan
Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL IINTANG PEMBINIAIKAN TIM KOORDINASI KINER.JA
PEGAWAI KXM-ENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Membentuk Tint Koordinasi Kinerja Pegawai Kementerian Perencanaan
Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kinerja Pegawai dengan
susunan keanggotaan sebagaintana tersebut dalant l,anrpiran Keputusan
ini.

Tim Koordinasi Kinerja Pegawai terdiri dari Pengarah, Penanggung
Jawab,Tint Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

Pengarah bertanggung jawab bertugas untuk memberikan arahan
kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan
menrberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan dan rnelaporkan hasil kegiatan kepada A,4enteri
Perencanaan Penrbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pernbar.rgunan Nasional.
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